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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi, manfaat dan masalah yang 
timbul di dalam pengurusan serta untuk mengetahui sistem pengelolaan badan 
usaha Primer Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (PRIMKOPTI) di 
Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis 
empiris yang bersifat deskriptif. Sumber data berasal dari data primer yaitu 
wawancara dan data sekunder seperti sumber data hukum primer, sekunder dan 
tersier. Metode pengumpulan data dengan wawancara, kemudian dianalisis 
dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa fungsi dan manfaat PRIMKOPTI bagi Anggota berdampak baik, karena 
para anggota lebih efisien dalam kinerjanya dan mampu bersaing dengan para 
pengrajin kedelai lainnya. Hak dan kewajiban dijalankan dengan baik oleh 
pengurus dalam pengelolaan PRIMKOPTI yaitu mencari kedelai dan 
mendistribusikan kepada para anggota. Peran Dinas Koperasi dalam pengawasan 
dan pengelolaan PRIMKOPTI yaitu melakukan controlling dan evaluasi terhadap 
Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang ada di Kabupaten Karanganyar dengan 
baik dan benar sesuai dengan asas perkoperasian dan prinsip koperasi. 
  





This study aims to determine the functions, benefits and problems arising in the 
administration as well as to determine the management system entity Tofu Tempe 
Producers Cooperative Primer Indonesia (PRIMKOPTI) in Karanganyar. This 
research used juridical empirical approach is descriptive. Source of data derived 
from primary data, interviews and secondary data as the data source of primary 
law, secondary and tertiary. Data were collected by interview, then analyzed using 
qualitative analysis methods. The results showed that the functions and benefits 
for members PRIMKOPTI be good, because the members more efficient in its 
performance and is able to compete with other soy craftsmen. Rights and 
obligations of well executed by the board in the management of PRIMKOPTI are 
looking for soy and distribute to members. The role of the Department of 
Cooperatives in the supervision and management of Primkopti that is doing the 
controlling and evaluation of the Micro, Small and Medium Enterprises in 
Karanganyar properly and correctly in accordance with the principles of 
cooperatives and the cooperative principles. 
 




Koperasi sudah dikenal sejak lama oleh masyarakat Indonesia. Badan 
usaha yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan atas asas kekeluargaan 
ini juga telah cukup banyak membantu meningkatkan perekonomian masyarakat 
dan pembangunan nasional. Sejak pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat 
Indonesia, badan usaha koperasi telah mampu membantu masyarakat dalam 
meningkatkan kemampuan ekonominya melalui kegiatan-kegiatan usaha koperasi. 
Prinsip usaha dan karakter koperasi yang berbeda dengan badan usaha lainnya 
membuat badan usaha ini disenangi oleh masyarakat Indonesia yang 
melaksanakan seluruh kegiatan perekonomiannya berdasarkan sistem ekonomi 
kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan yang ada di Indonesia ini memang secara 
umum sangat cocok dengan badan usaha yang berbentuk koperasi. Keduanya 
sama-sama menganut asas kekeluargaan dan mengedepankan prinsip gotong-
royong. 
Koperasi sendiri di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh R. Aria 
Wiriatmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Dia mendirikan 
koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang dengan 
rentenir. Koperasi tersebut lalu berkembang pesat dan akhirnya ditiru oleh Boedi 
Utomo. Pada perkembangan selanjutnya, wakil Presiden Republik Indonesia yang 
pertama, Moh. Hatta menjadi salah satu tokoh nasional yang dengan gigih 
mendukung kehadiran koperasi di Indonesia. Hal inilah yang menjadikannya 
sebagai Bapak Koperasi Indonesia.
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 Secara resmi gerakan koperasi sendiri di 
Indonesia baru lahir pada tanggal 12 Juli 1947 pada Kongres I di Tasikmalaya 
yang pada akhirnya dijadikan sebagai Hari Koperasi Indonesia. 
Sejak saat itu, koperasi semakin berkembang dan diminati oleh masyarakat 
Indonesia. Koperasi menjadi salah satu pilar penting dalam mendorong dan 
meningkatkan pembangunan serta perekonomian nasional. Pada awal 
kemerdekaan Indonesia, koperasi diatur oleh Undang-Undang  
No. 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian. Setelah itu, terjadi beberapa peraturan 
mengenai koperasi tersebut mengalami beberapa pergantian, mulai dari 
dihapusnya Undang-undang tersebut dan digantikan oleh Undang-Undang  
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No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, kemudian oleh Undang-
Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 
Penjelasan bidang usaha Koperasi seharusnya diadakan berdasarkan 
kebutuhan dan tujuan pendiriannya. Pada umumnya bidang usaha koperasi 
meliputi bidang produksi, konsumsi, perkreditan, dan jasa. Asas dasar ini 
penjenisan Koperasi adalah sebagai berikut ini: (1) Koperasi Produksi, koperasi 
ini bergerak dalam bidang usaha pengadaan, penciptaan bahan-bahan keperluan 
dasar dan keperluan konsumsi sehari-hari. Contohnya adalah Koperasi Tahu 
Tempe, Koperasi Nelayan, Koperasi Batik, Koperasi Kopra, (2) Koperasi 
Konsumsi, koperasi ini bergerak dalam bidang pemenuhan kebutuhan keperluan 
sehari-hari. Contohnya adalah Koperasi Mahasiswa, Koperasi Kesejahteraan 
Guru, Koperasi Pegawai Negeri, (3) Koperasi Kredit, koperasi ini bergerak dalam 
bidang usaha simpan-pinjam uang. Contohnya adalah Koperasi Simpan-Pinjam. 
Koperasi ini sangat membantu anggota yang memerlukan segera sejumlah uang, 
misalnya keperluan sekolah anak-anaknya, (4) Koperasi Jasa, koperasi ini 
bergerak dalam bidang usaha penyediaan jasa tertentu, misalnya bidang jasa 
angkutan darat. Contohnya adalah Kopti Jaya, Kopaja, yang berusaha di bidang 
jasa transportasi,
2
 (5) Koperasi Primer, Koperasi Primer merupakan salah satu 
jenis koperasi yang dibagi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja. Koperasi 
primer ini sendiri memiliki anggota dengan jumlah minimal 20 orang
3
,  
(6) Koperasi Sekunder, Koperasi Sekunder merupakan koperasi yang terdiri dari 
gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas 
dibandingkan dengan koperasi primer.
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Berbagai daerah di wilayah Indonesia kini telah banyak yang mendirikan 
PRIMKOPTI bagi usaha-usaha menengah kebawah untuk ikut serta dalam rangka 
memajukan perekonomian daerah. Karanganyar merupakan salah satu daerah 
yang ikut serta dalam rangka memajukan perekonomian daerah dengan cara 
mendorong usaha-usaha menengah ke bawah di daerah karanganyar yang 
bergerak di bidang produsen tempe dan tahu. Dengan adanya PRIMKOPTI 
membantu masyarakat daerah Karanganyar yang menjadi produsen tempe dan 
tahu untuk mendapatkan kedelai dengan harga yang stabil.  
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Pada dasarnya PRIMKOPTI bertujuan memajukan kesejahteraan anggota 
pada khususnya masyarakat, serta membangun tatanan perekonomian nasional. 
Serta primkopti mempunyai peran aktif dalam upaya mempertinggi kualitas 
kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat, 
mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. 
Pengelola PRIMKOPTI berdasarkan tata cara pengelolaannya dikelola 
oleh masyarakat setempat daerah tersebut. Karena pada dasarnya dalam 
pengembangan daerah, masyarakat daerahlah yang sangat mengerti akan 
kebutuhan daerah tersebut. Namun kenyataannya, pada saat ini banyak 
kepengurusan PRIMKOPTI yang dikelola oleh masyarakat luar dari daerah 
PRIMKOPTI tersebut.  
Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka penulis 
akan meneliti lebih rinci beberapa permasalahan antara lain: (1) Apa fungsi dan 
manfaat PRIMKOPTI bagi anggota?, (2) Apa yang menjadi Hak dan Kewajiban 
pengurus dalam pengelolaan PRIMKOPTI?, dan (3) Bagaimana peran Dinas 
Koperasi dalam pengawasan dan pengelolaan PRIMKOPTI? 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengadakan penelitian dengan 
tujuan untuk mengetahui fungsi dan manfaat, masalah yang timbul di dalam 
pengurusan PRIMKOPTI dan untuk mengetahui sistem pengelolaan badan usaha 
PRIMKOPTI di Kabupaten Karanganyar. Adapun manfaat yang diharapkan dari 
penelitian ini antara lain untuk memberikan pengetahuan bagi perkembangan ilmu 
di bidang Hukum Perdata mengenai tanggung jawab pengurus dalam pengelolaan 
Primer Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (PRIMKOPTI) dan untuk 
memberikan ilmu pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum di bidang Hukum 
Perdata mengenai peran serta pemerintah dalam mengantisipasi kesalahan 
pengelolaan PRIMKOPTI yang berdampak merugikan anggota, serta penelitian 
ini agar dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian lainnya yang 
sejenis. 
 
2. METODE PENELITIAN 
Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang 
bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu wawancara 
dengan pihak yang tekait dan data sekunder yang meliputi sumber data hukum 
primer, sekunder dan tersier. Data dikumpulkan dengan studi lapangan yakni 
interview (wawancara) dan penyebaran kuisioner. Setelah data terkumpul 
kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. 
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3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Fungsi dan Manfaat PRIMKOPTI bagi Anggota 
PRIMKOPTI berfungsi untuk membangun dan mengembangkan potensi 
dan kemampuan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya 
untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. PRIMKOPTI berperan: 
(1) Secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia  dan 
masyarakat, (2) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan 
ketahanan perekonomian nasional dan koperasi sebagai soko gurunya, dan  
(3) Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang 




PRIMKOPTI bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya 
dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun ketahanan perekonomian 
nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil dan makmur 
berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu 
keberadaan PRIMKOPTI sangat membantu para pengusaha atau pengrajin tempe 
tahu yang ada di daerah Kabupaten Karanganyar.  
Berdasarkan hasil wawancara mengenai fungsi dan manfaat PRIMKOPTI 
bagi anggota yaitu:  
Pertama, anggota mendapatkan kedelai sebagai bahan pembuatan tempe 
tahu dengan harga di bawah harga pasaran atau harga di toko. Harga yang 
didapatkan oleh para anggota PRIMKOPTI Kabupaten Karanganyar yaitu  
Rp 8.000,- (Delapan Ribu Rupiah) per kilogramnya. Harga di pasar atau toko 
kisaran Rp 9.000,- (Sembilan Ribu Rupiah) sampai Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu 
Rupiah) per kilogramnya. Pembayaran kedelai secara cash atau lunas, sehingga 
anggota PRIMKOPTI Kabupaten Karanganyar sangat dibantu dalam memperoleh 
kedelai sebagai bahan baku pembuatan tempe dan tahu dengan harga yang sangat 
murah dibandingkan kedelai yang dijual di pasar atau di toko. 
Kedua, pasokan kedelai untuk para anggota PRIMKOPTI Kabupaten 
Karanganyar yang dijatah oleh pengurus PRIMKOPTI setiap minggunya 
mendapatkan jatah kedelai 40 (empat puluh) sampai 100 (seratus) kilogram, 
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tergantung besar kecil usaha para anggota PRIMKOPTI Kabupaten Karanganyar. 
Dengan pasokan kedelai yang selalu ada bagi anggota, maka anggota dapat selalu 
berproduksi dan mengasah kemampuan dan potensi mereka di bidang pembuatan 
tempe dan tahu yang mayoritas masyarakat Indonesia menyukai makanan tempe 
dan tahu. Selain itu, para anggota PRIMKOPTI Kabupaten Karanganyar juga 
mampu bersaing dengan para penjual atau pengrajin tempe tahu lainnya. 
Ketiga, para anggota PRIMKOPTI Kabupaten Karanganyar juga 
mempunyai kewajiban membayar Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib. 
Simpanan Pokok adalah simpanan dengan iuran per anggota sebesar Rp 7.500,- 
(Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) setiap bulannya dan dapat diambil semua jika 
anggota PRIMKOPTI tersebut mengundurkan diri atau sudah non aktif dalam 
kegiatan PRIMKOPTI Kabupaten Karanganyar. Simpanan wajib adalah simpanan 
dengan iuran setiap anggota Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) setiap bulannya dan 
pada akhir tahun iuran tersebut dikembalikan kepada anggota PRIMKOPTI yang 
membayar iuran wajib tersebut. 
Keempat, selain Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib, ada juga Simpan 
Pinjam. Simpan pinjam adalah suatu program yang dibuat oleh para pengurus 
PRIMKOPTI dengan tujuan untuk dan bagi anggota yang memerlukan modal 
untuk dana pemukiman yaitu dana untuk perbaikan rumah, perbaikan tempat 
usaha dan lain-lain. Selain dana pemukinan, para anggota juga mendapatkan 
pinjaman modal bagi yang membutuhkan atau memerlukan modal untuk 
memajukan atau memperbesar lagi usaha mereka di bidang tempe dan tahu atau 
ingin membeli atau memperbaiki mesin produksi.
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Fungsi dan Manfaat tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 
25 Tahun 1992 tentang Pekoperasian, Pasal 4 yaitu Fungsi dan Peran Koperasi 
adalah: (1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi 
anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan 
kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; (2) Berperan serta secara aktif dalam upaya 
mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat; (3) Memperkokoh 
perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian 
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nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya; (4) Berusaha untuk mewujudkan 
dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama 
berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.  
Koperasi di Indonesia memiliki asas koperasi yang bertujuan supaya selalu 
tercipta keharmonisan antara pengurus maupun anggota koperasi. Asas koperasi 
di Indonesia yang dimaksud adalah asas kekeluargaan dan gotong royong. Asas 
kekeluargaan dalam koperasi mengandung makna adanya kesadaran dari hati 
nurani setiap anggota koperasi untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi 
oleh semua dan untuk semua. Adapun kegotong-royongan dalam koperasi 
mengandung arti bahwa dalam berkoperasi berkoperasi harus memiliki keinsyafan 
dan kesadaran, semangat bekerjasama, serta tanggung jawab bersama.
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Berdasarkan penjelasan di atas, manfaat PRIMKOPTI bagi anggota yaitu 
anggota mendapatkan kedelai sebagai bahan utama pembuatan tempe dan tahu 
yang rata-rata dipasaran dijual dengan harga Rp 9.000,- (Sembilan Ribu Rupiah), 
jika ikut berperan aktif di dalam PRIMKOPTI Kabupaten Karanganyar harga 
kedelai yang didapat oleh setiap anggota PRIMKOPTI yaitu Rp 8.000,- (Delapan 
Ribu Rupiah) dan dijatah oleh para pengurus PRIMKOPTI dengan rata-rata 
kedelai 40-100 (empat puluh sampai seratus) kilogram setiap anggota dan setiap 
minggunya, tergantung besar kecilnya tempat produksi para anggota.  
Harga kedelai yang lebih murah dibandingkan dengan harga pasar atau 
toko, para anggota PRIMKOPTI Kabupaten Karanganyar bisa bersaing dengan 
penjual tempe tahu lain yang tidak termasuk atau tidak berperan aktif di dalam 
Primer Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia di Kabupaten Karanganyar. 
Selain para anggota PRIMKOPTI Kabupaten Karanganyar bisa atau mampu 
bersaing dengan penjual atau pengrajin tempe tahu lain, pasokan kedelai yang 
dijatah oleh para pengurus PRIMKOPTI Kabupaten Karanganyar membuat para 
anggota PRIMKOPTI dapat lebih cepat berproduksi dan usaha tempe tahu para 
anggota PRIMKOPTI Karanganyar semakin berkembang dengan baik dalam 
pembuatan tempe dan tahu yang berbahan dasar dari kedelai.  
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Semakin berkembangnya usaha para anggota PRIMKOPTI Kabupaten 
Karanganyar, maka para anggota juga membantu Pemerintah Daerah khususnya 
di Kabupaten Karanganyar dalam hal mengurangi jumlah pengangguran yang ada 
di Kabupaten Karanganyar. Karena para anggota PRIMKOPTI Kabupaten 
Karanganyar membuka lapangan pekerjaan bagi yang membutuhkan pekerjaan 
(para pengangguran). Fungsi PRIMKOPTI bagi anggota yaitu sebagai penyedia 
kedelai bagi anggota. Bahan utama tempe dan tahu yaitu kedelai bagi para 
anggota dan kedelai tersebut di dapatkan oleh para pengurus PRIMKOPTI. 
Kedelai tersebut akan diberikan kepada para anggota dengan harga dan jatah yang 
telah ditentukan oleh para pengurus Primer Koperasi Produsen Tempe Tahu 
Indonesia Kabupaten Karanganyar. 
Berdasar pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa dengan menjadi 
anggota PRIMKOPTI Kabupaten Karanganyar merupakan suatu kemudahan bagi 
pengusaha atau pengrajin tempe tahu dengan bahan baku utamanya kedelai. 
Anggota PRIMKOPTI Kabupaten Karanganyar dalam memperoleh kedelai 
sangatlah mudah dan selalu ada pasokan kedelai yang telah disediakan oleh para 
pengurus PRIMKOPTI Kabupaten Karanganyar. Selain itu, dengan harga yang di 
bawah harga pasaran atau harga di luar ini menjadikan para anggota mampu 
bersaing harga dengan para pedagang lain. Dalam hal mekanisme manfaat yang 
diperoleh anggota PRIMKOPTI, dengan adanya PRIMKOPTI ini membuat 
anggota merasa dimudahkan dalam mendapatkan bahan baku tempe tahu yaitu 
kedelai.  
 
Hak dan Kewajiban Pengurus dalam Pengelolaan PRIMKOPTI 
Dalam sebuah organisasi peran pengurus sangatlah penting, begitu juga 
dengan pengurus dalam sebuah koperasi. Pengurus koperasi merupakan salah satu 
dari 3 unsur yang penting dalam manajemen koperasi. Dalam koperasi, pengurus 
merupakan wakil dari anggota yang dipilih dari anggota dan oleh anggota dalam 
Rapat Anggota dan dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota. Sebagai pihak yang 
dipercaya oleh anggota untuk menjalankan roda organisasi dan bisnis, maka 
pengurus wajib melaksanakan harapan dan amanah yang diterima dari anggota 
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dalam Rapat Anggota. Dalam setiap langkah pengelolaan organisasi dan usaha 
koperasi, Pengurus memiliki hak dan kewajiban mereka.
8
  
Hak-hak yang dimiliki oleh Pengurus Koperasi antara lain yaitu:  
(1) Mengangkat Pengelola (Manager) yang diberikan kuasa dan wewenang untuk 
mengurus Koperasi. Rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada Rapat 
Anggota untuk mendapatkan persetujuan, (2) Pengurus dapat mengajukan 
permohonan kepada pengadilan niaga agar Koperasi dinyatakan pailit hanya 
apabila diputuskan dalam Rapat Anggota. Sedangkan kewajiban bagi setiap 
Anggota Pengurus antara lain sebagai berikut: (1) Pengurus koperasi 
berkewajiban mengajukan proker, (2) Pengurus koperasi berkewajiban 
mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban, (3) Pengurus koperasi 
berkewajiban menyelenggarakan pembukuan keuangan dan Inventaris,  
(4) Pengurus koperasi berkewajiban menyelenggarkan administrasi, (5) Pengurus 
koperasi berkewajiban Menyelenggarkan Rapat Anggota Tahunan, (6) 
Menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab untuk 
kepentingan dan usaha Koperasi, (7) Bertanggungjawab atas pengurusan Koperasi 
dan pencapaian tujuan Koperasi pada Rapat Anggota, (8) Bertanggung jawab 
secara pribadi apabila dinyataan bersalah dalam menjalankan tugasnya sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku, (9) Mendapatkan persetujuan dari Rapat Anggota 
apabila dalam hal Koperasi akan. 
Pengurus koperasi dipilih dari kalangan dan oleh anggota dalam suatu 
Rapat Anggota. Ada kalanya Rapat Anggota tersebut tidak berhasil memilih 
seluruh anggota pengurus dari kalangan anggota sendiri.
9
 Seumpama terjadi jika 
calon-calon yang berasal dari kalangan-kalangan anggota sendiri tidak memiliki 
kesanggupan yang diperlukan untuk memimpin koperasi yang bersangkutan, 
sedangkan ternyata bahwa yang dapat memenuhi syarat-syarat ialah mereka yang 
bukan anggota atau belum anggota koperasi (mungkin sudah turut dilayani oleh 
koperasi akan tetapi resminya belum meminta menjadi anggota). 
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Hasil wawancara perihal hak dan kewajiban pengurus PRIMKOPTI. Hak 
pengurus PRIMKOPTI adalah: (1) Mendapatkan gaji selama bekerja, (2) Gaji 
pengurus di berikan dari hasil keuntungan kedelai tersebut. Adapun kewajiban 
pengurus PRIMKOPTI yaitu: (1) Para pengurus PRIMKOPTI membeli kedelai 
dari BULOG yang akan di berikan kepada setiap anggota PRIMKOPTI dan 
mengatur jatah kedelai bagi setiap anggotanya untuk meningkatkan produksi para 
anggota PRIMKOPTI Kabupaten Karanganyar, (2) Melaksanakan Rapat Anggota 
Tahunan (RAT) setiap tahun dan bersifat wajib. Kenapa bersifat wajib? Karena 
Rapat Anggota Tahunan (RAT) ini meminta keterangan dan pertanggung jawaban 
pengurus mengenail pengelolaan PRIMKOPTI, (3) Mengkalkulasi kegiatan 
PRIMKOPTI selama setahun dan mengembalikan simpanan wajib anggota yang 
telah anggota bayarkan setiap bulannya sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).
10
 
Kewajiban pengurus menurut ketentuan perundang-undangan di atas 
sudah dijalankan oleh para pengurus PRIMKOPTI Kabupaten Karanganyar. 
Kurangnya pengetahuan para anggota PRIMKOPTI tentang hak dan kewajiban 
pengurus PRIMKOPTI seharusnya bisa diatasi dengan sosialisasi kepada para 
anggota dalam Rapat Anggota.  
Seperti yang kita ketahui dari hasil wawancara di atas, kurangnya 
pemahaman bagi anggota disebabkan karena kurangnya komunikasi antara 
anggota dan pengurus. Dalam melakukan segala kegitan, harus berdasarkan team 
work (kerja team) yang baik dan kompak. Yang dimaksud team work (kerja team) 
di sini yaitu antara pengurus dan anggota harus ada komunikasi yang baik dan 
menyelesaikan segala kewajiban masing-masing (anggota dan pengurus). Anggota 
berkewajiban membayar simpanan pokok dan simpanan wajib setiap bulannya.  
Tujuannya supaya para pengurus dapat mengelola uang tersebut untuk 
keperluan para anggota yang memerlukan dana untuk produksinya. Misalnya 
mesin produksi rusak atau perlu diperbaiki, merenovasi rumah atau tempat 
produksi, membutuhkan dana untuk memperbesar lagi usaha tempe tahu para 
anggota dan lain-lain. Hak anggota yaitu mendapatkan pasokan kedelai setiap 
minggunya yang sudah di atur oleh para pengurus PRIMKOPTI Kabupaten 
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Karanganyar. Pengurus berkewajiban mengurus keperluan anggota yaitu bahan 
baku tempe dan tahu yaitu kedelai. Pengurus harus mengambil setiap minggunya 
berapa ton dari BULOG dan dibagi kepada anggota PRIMKOPTI. Setiap anggota 
mendapatkan jatah kedelai 40-100 kilogram, tergantung besar kecilnya usaha 
mereka. Hak pengurus yaitu mendapatkan gaji dari jerih payah mereka (pengurus) 
mengurus dan mengelola PRIMKOPTI Kabupaten Karanganyar. 
 
Peran Dinas Koperasi dalam Pengawasan dan Pengelolaan PRIMKOPTI 
Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Mikro, 
Kecil Dan Menengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 
Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Daerah Kabupaten Karanganyar. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, 
Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah merupakan unsur pelaksana otonomi 
daerah di bidang perindustrian, perdagangan dan usaha mikro, kecil dan 
menengah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perindustrian, 
Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas 
membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang 
perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah 
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009, Pasal 19 ayat (3) menyebutkan 




Dinas Koperasi Kabupaten Karanganyar juga mempunyai visi dan misi. 
Visi Dinas Koperasi Karanganyar ialah “Terwujudnya Kabupaten Karanganyar 
sebagai daerah industri, niaga yang tangguh dengan ditunjang peningkatan 
koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak 
utama menuju kemandirian Ekonomi Daerah”. Sedangkan untuk Misi Dinas 
Koperasi Kabupaten Karanganyar adalah: (1) Menumbuh kembangkan 
perekonomian daerah yang bertumpu pada potensi dan pemberdayaan masyarakat 
melalui sektor industri, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro, kecil dan 
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menengah yang dapat menciptakan kesempatan berusaha, kesempatan kerja, 
pemerataan pembangunan dan peningkatan pendapatan, (2) Meningkatkan akses 
teknologi dan pembangunan, produksi, perdagangan, permodalan dengan 
perkuatan sarana produksi, promosi, kerjasama kemitraan, studi banding dan temu 
usaha, (3) Terjadinya distribusi barang-barang jasa untuk kebutuhan masyarakat, 
tertib niaga dan perlindungan konsumen serta peningkatan ekspor non migas 
daerah, (4) Meningkatkan peran koperasi dan UKM melalui pembinaan atau 
bimbingan serta perkuatan modal, (5) Meningkatkan pemanfaatan dan 
pengelolaan potensi pasar secara profesional dan berwawasan lingkungan serta 
menerapkan penataan pasar yang tertib, bersih, dan aman. 
Sementara itu, dalam hal pembinaan dan pengelolaan Dinas Koperasi 
terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), hasil wawancara perihal 
peran serta Dinas Koperasi dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan 
terhadap PRIMKOPTI yaitu: Pengelolaan PRIMKOPTI diserahkan kepada 
pengurus PRIMKOPTI tersebut, karena para pengurus yang bertanggung jawab 
untuk mengelola PRIMKOPTI itu sendiri. Dalam hal pengawasan PRIMKOPTI, 
Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi (Disperindagkop) melakukan 
monitoring atau memantau dan evaluasi melalui datang atau berkunjung langsung 
ke kantor PRIMKOPTI. Monitoring atau memantau biasanya jika Rapat Anggota 
Tahunan (RAT) Disperindagkop datang untuk melakukan pembinaan secara 
langsung jika ada kekeliruan atau kesalahan. Evaluasi yang dilakukan oleh 
Disperindagkop kepada PRIMKOPTI biasanya melakukan sidak (datang tanpa 
pemberitahuan sebelumnya) dan melihat kegiatan kantor dan memeriksa buku 
tamu (siapa yang datang ke kantor PRIMKOPTI, keperluannya apa). Jika ada 
sanksi yang melakukan kesalahan bagi para pengurus maupun anggota biasanya 
masyarakat sekitar yang memberikan sanksi, kecuali jika pengurus atau anggota 
melanggar ketentuan dari undang-undang, baru Disperindagkop menindak 
lanjutinya dan sejauh ini masih dapat dibina Primer Koperasi Produsen Tempe 
Tahu Indonesia di Kabupaten Karanganyar.
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Analisa saya mengenai peran Dinas Koperasi di atas dapat disimpulkan 
bahwa tindakan Disperindagkop sudah tepat dan sangat optimal dalam mengawasi 
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Karanganyar dengan 
cara selalu melakukan controlling dan evalusi. Controlling yang dilakukan 
Disperindagkop seperti mendadak mendatangi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
(UMKM) atau sering sebut dengan istilah “sidak”. Evaluasi yang dilakukan 
Disperindagkop seperti memeriksa buku tamu Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
(UMKM) antara lain siapa yang datang, keperluannya apa dan lain-lain. 
Selanjutnya, di sisi lain juga perlu adanya keterbukaan antara pengurus 
dan anggota dalam bekerja supaya tidak ada keganjalan saat bekerja. Sharing 
dalam setiap rapat sangat diperlukan karena bisa menciptakan suasana yang 
kondusif saat melakukan kegiatan. Selain itu Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian 
Kabupaten Karanganyar adalah unsur utama Pemerintahan Kabupaten 
Karanganyar dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan di bidang 
koperasi, UKM, Pengelolaan Pasar, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh 
seorang kepala dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris 
Daerah. Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 
Karanganyar mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kapubaten Karanganyar. 
Sementara itu, bila dilihat dari asas yang dianut koperasi dan asas 
PRIMKOPTI yang menyebutkan bahwa kesejahteraan anggota itu yang utama. 
Pada faktanya anggota PRIMKOPTI di Kabupaten Karanganyar banyak yang 
belum mengetahui peran serta Dinas Koperasi dalam membina dan mengawasi 
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Maka dari itu anggota PRIMKOPTI 
kurang mendapatkan kesejahteraan oleh para pengurus PRIMKOPTI di 
Kabupaten Karanganyar. Hal ini menjadikan pengurus bertindak semaunya 
sendiri dan mengabaikan asas menyejahterakan anggota dan memanfaatkan 
anggota yang kurang mengetahui fungsi dan peran Dinas Koperasi dengan tujuan 








Pertama, fungsi dan manfaat PRIMKOPTI bagi Anggota. Dengan menjadi 
anggota PRIMKOPTI Kabupaten Karanganyar, para pengrajin tempe dan tahu 
mendapatkan kedelai dengan harga di bawah harga pasar atau toko dan pasokan 
kedelai selalu dijatah oleh pengurus PRIMKOPTI Kabupaten Karanganyar sesuai 
dengan besar kecilnya usaha para anggota. Hal tersebut berdampak baik bagi 
anggota PRIMKOPTI, karena para anggota lebih efisien dalam mengolah kedelai 
menjadi tempe dan tahu dan anggota mampu bersaing dengan para pengrajin 
kedelai lainnya.  
Kedua, hak dan kewajiban pengurus dalam pengelolaan PRIMKOPTI. 
Tugas yang di jalankan oleh pengurus dalam pengelolaan PRIMKOPTI yaitu 
mencari kedelai (bahan pembuatan tempe dan tahu) ke BULOG. Hal ini dilakukan 
pengurus agar para anggota PRIMKOPTI mampu meningkatkan dan 
mengembangkan produksi tempe dan tahu dan juga dapat mengasah potensi 
mereka (anggota) di bidang mengolah kedelai menjadi tempe dan tahu. Selain 
mencari kedelai, para pengurus juga wajib mengadakan Rapat Anggota Tahunan 
(RAT).  
Ketiga, peran Dinas Koperasi dalam Pengawasan dan Pengelolaan 
PRIMKOPTI. Disperindagkop sudah melaksanakan tugasnya yaitu controlling 
dan melakukan evaluasi terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang ada di 
Kabupaten Karanganyar dengan baik dan benar. Controlling yang dimakasud oleh 
Disperindagkop seperti mendatangi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 
tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dengan istilah lain “SIDAK”. Evaluasi yang 
dilakukan Disperindagkop seperti memeriksa buku tamu Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM) antara lain siapa yang datang, keperluannya apa dan lain-
lain. Hal ini dilakukan oleh Disperindagkop Kabupaten Karanganyar agar tidak 
terjadi penyelewengan pengurus dalam mengelola Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM) dan menyejahterakan para anggota yang ikut berpartisipasi 
dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai dengan asas 





Pertama, kepada PRIMKOPTI Kabupaten Karanganyar, seharusnya dalam 
mendapatkan pasokan kedelai dari BULOG untuk para anggotanya dapat lebih 
banyak lagi pasokan kedelai supaya para anggota lebih cekatan lagi dalam 
mengolah kedelai menjadi tempe dan tahu. 
Kedua, kepada Dinas Koperasi atau Disperindagkop, seharusnya selalu 
melakukan penyuluhan kepada para anggota, tidak hanya anggota PRIMKOPTI 
melainkan anggota koperasi lain Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).  
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